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ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA

YANG KAMI HORMATI:
· BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA 
· PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA 
· FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR
· SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DPRD, PARA ASISTEN, PARA STAF AHLI SERTA KEPALA DINAS, BADAN, PARA CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA SE-KABUPATEN SUMBAWA
· PARA PEMUKA AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN PARTAI POLITIK, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI PEMUDA, PIMPINAN LSM DAN INSAN PERS SERTA PIMPINAN LEMBAGA PENDIDIKAN, 
SINGKATNYA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

MENGAWALI PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG TELAH MEMBERIKAN KITA NIKMAT KESEHATAN, KESEMPATAN SEHINGGA KITA DAPAT BERSAMA-SAMA MENGHADIRI SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT PADA HARI INI. SHOLAWAT DAN SALAM MARILAH KITA SAMPAIKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW, BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABAT SERTA PENGIKUTNYA HINGGA AKHIR ZAMAN.

PADA KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI, KAMI MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN SIDANG YANG TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA FRAKSI PKS UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI DAN TERIMA KASIH JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA BAPAK WAKIL BUPATI SUMBAWA YANG TELAH MENYAMPAIKAN PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH PADA SIDANG PARIPURNA SEBELUMNYA.

FRAKSI PKS MENGAPRESIASI LANGKAH PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAJUKAN 5 RANPERDA INI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEGAL STANDING PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMBAWA. NAMUN, FRAKSI PKS MEMBERIKAN CATATAN AGAR REGULASI INI TIDAK SEKADAR MENJADI DOKUMEN ADMINISTRATIF, MELAINKAN HARUS BERDAMPAK NYATA PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 
FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENYATAKAN BAHWA PENJELASAN BUPATI ATAS 5 (LIMA) RANPERDA TAHUN 2026 MASIH MEMBUTUHKAN PENDALAMAN SECARA MENDASAR, BAIK DARI SISI SUBSTANSI, KESIAPAN IMPLEMENTASI, MAUPUN KEBERPIHAKAN TERHADAP RAKYAT.
KAMI TIDAK INGIN FORUM TERHORMAT INI BERUBAH MENJADI SEKADAR FORMALITAS. DPRD BUKAN TEMPAT UNTUK MENGAMINI, TETAPI TEMPAT UNTUK MENGUJI, MENGKRITISI, DAN BILA PERLU MENOLAK.
FRAKSI PKS MEMILIH BERDIRI PADA POSISI YANG JELAS BERSAMA RAKYAT, BUKAN SEKADAR MEMBENARKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH.
BERIKUT CATATAN KAMI SAMPAIKAN :

1. RANPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026-2030
BERDASARKAN PENJELASAN BUPATI, RENCANA PENYERTAAN MODAL SEBESAR RP100 MILIAR MENUNJUKKAN AMBISI, TETAPI TIDAK MENUNJUKKAN KEHATI-HATIAN.
FRAKSI PKS MENILAI, PEMERINTAH DAERAH GAGAL MEYAKINKAN PUBLIK BAHWA BUMD YANG ADA LAYAK MENERIMA TAMBAHAN MODAL,
TIDAK ADA JAMINAN BAHWA DANA TERSEBUT TIDAK AKAN BERAKHIR SEBAGAI PEMBOROSAN ANGGARAN YANG DILEGALKAN MELALUI PERDA,
KAMI BERTANYA SECARA TERBUKA, APAKAH INI INVESTASI, ATAU SEKADAR MENUTUP KELEMAHAN MANAJEMEN BUMD SELAMA INI?
MENGAPA PENYERTAAN MODAL DIDAHULUKAN, SEMENTARA EVALUASI KINERJA TIDAK DIPUBLIKASIKAN SECARA TRANSPARAN?
FRAKSI PKS MENEGASKAN JANGAN JADIKAN APBD SEBAGAI “PENYELAMAT” KEGAGALAN MANAJEMEN BUMD.
JIKA TIDAK ADA PEMBENAHAN SERIUS, MAKA KEBIJAKAN INI BERPOTENSI MENJADI BEBAN FISKAL JANGKA PANJANG YANG MERUGIKAN RAKYAT.

CONTOH BUMD PT. SABALONG SAMAWA KAMI MEMANDANG PERLU DIEVALUASI SECARA MENDALAM DAN BILA PERLU MENGHENTIKAN UNTUK SEMETARA SEGALA BENTUK BANTUAN PEMERINTAH SAMPAI PT. SABALONG SAMALEWA PULIH DARI BEBAN HUTANG YANG TIDAK BISA TERSELESAIKAN SELAMA INI, PERTANYAAN MENDASARNYA BAGAIMANA MUNGKIN KITA AKAN MENDAPATKAN DEVIDEN BILA BUMD PT. SABALONG SAMAWA NYA SENDIRI TIDAK SEHAT.
DAN UNTUK PERUMDAM BATU LANTEH KAMI BERHARAP DENGAN SUNTIKAN DANA DARI PEMDA SELAIN DAMPAK EKONOMI YANG PEMDA PEROLEH YANG TAK KALAH PENTINGNYA ADALAH DAMPAK SOSIALNYA TERKAIT KWALITAS LAYANAN DAN KWALITAS AIR AGAR UANG RAKYAT MELALUI APBD YANG DISUNTIKKAN BERDAMPAK KEPADA WARGA SEBAGAIMANA TUJUAN DARI PENYERTAAN MODAL INI ADALAH UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN BUMD KEPADA MASYARAKAT, MEMPERKUAT STRUKTUR PERMODALAN DAN KINERJA KEUANGAN BUMD, MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, MENINGKATKAN KONTRIBUSI DEVIDEN TERHADAP PAD, SERTA MENCIPTAKAN STABILITAS EKONOMI DAERAH MELALUI PERAN BUMD.

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLIDUNGAN MASYARAKAT

FRAKSI PKS MELIHAT RANPERDA INI MEMILIKI POTENSI BESAR UNTUK DISALAHGUNAKAN.
PENGATURAN 13 JENIS KETERTIBAN MEMBUKA RUANG PENAFSIRAN LUAS YANG RAWAN MENJADI ALAT KONTROL SOSIAL BERLEBIHAN;
SANKSI PIDANA DALAM PERDA DAERAH HARUS SANGAT DIBATASI, BUKAN DIPERLUAS.
KAMI MENGINGATKAN, KETERTIBAN TIDAK BOLEH DIBANGUN DENGAN CARA MENEKAN KEBEBASAN MASYARAKAT.
FRAKSI PKS MENOLAK JIKA,
RAKYAT KECIL MENJADI OBJEK PENERTIBAN, SEMENTARA PELANGGARAN BESAR JUSTRU LUPUT DARI PENEGAKAN.
KAMI MEMINTA PEJELASAN DIMANA BATAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PERDA INI?
BAGAIMANA MENJAMIN SATPOL PP TIDAK BERTINDAK DI LUAR PRINSIP HAM?

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

FRAKSI PKS MELIHAT INDIKASI KUAT BAHWA RANPERDA INI LEBIH DIDORONG OLEH KEBERADAAN PROYEK DARIPADA KESIAPAN SISTEM.
KAMI MENILAI BAHWA INFRASTRUKTUR SEPERTI IPLT BERPOTENSI MENJADI SIMBOL PEMBANGUNAN TANPA FUNGSI OPTIMAL JIKA TIDAK DIDUKUNG MANAJEMEN YANG KUAT;
PEMERINTAH BELUM MENUNJUKKAN KESIAPAN OPERASIONAL YANG MEYAKINKAN.
FRAKSI PKS MENEGASKAN JANGAN SAMPAI RAKYAT DIPAKSA IKUT SISTEM YANG PEMERINTAH SENDIRI BELUM SIAP MENJALANKANNYA.
KAMI TIDAK INGIN MUNCUL PUNGUTAN BARU, TANPA LAYANAN YANG LAYAK DAN BERFUNGSI.

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN SUMBAWA

FRAKSI PKS MENILAI RANPERDA INI BAIK SECARA KONSEP, TETAPI LEMAH DALAM KEJUJURAN MELIHAT REALITAS.
FAKTA DI LAPANGAN, BAHWA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK MASIH TERJADI, PERLINDUNGAN ANAK BELUM OPTIMAL, DAN ANCAMAN PERNIKAHAN DINI MASIH NYATA.
FRAKSI PKS MENEGASKAN JANGAN BANGUN CITRA “KABUPATEN LAYAK ANAK” JIKA PERSOALAN DASARNYA BELUM DISELESAIKAN.

KAMI MENOLAK PENDEKATAN SIMBOLIK, YANG DIBUTUHKAN ADALAH KEBERANIAN MENYELESAIKAN MASALAH NYATA, BUKAN SEKADAR MENGEJAR PENGAKUAN ADMINISTRATIF.

5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 123 TAHUN 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERNGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENILAI RANPERDA INI SEBAGAI KEBIJAKAN YANG PERLU DIKAJI SECARA MENDALAM, KAMI MEMPERTANYAKAN APAKAH ADA JAMINAN BAHWA PENGGABUNGAN OPD AKAN MENINGKATKAN PELAYANAN ? PERLU DIJAWAB OLEH PEMERINTAH AGAR TIDAK MENIMBULKAN POTENSI MENCIPTAKAN KEKACAUAN BIROKRASI BARU, FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA JUGA MEMPERTANYAKAN, APAKAH INI BENAR KEBUTUHAN DAERAH, ATAU SEKADAR MENGIKUTI POLA PROVINSI TANPA KAJIAN MENDALAM?
APAKAH PEMERINTAH SIAP MENGHADAPI DAMPAK TRANSISI YANG KOMPLEKS?
KAMI INGIN MENYAMPAKAN BAHWA REFORMASI BIROKRASI BUKAN SOAL MERAMPINGKAN STRUKTUR, TETAPI MEMASTIKAN PELAYANAN TIDAK TERGANGGU.
BERDASARKAN SELURUH CATATAN TERSEBUT, FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENYATAKAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN SECARA TERBURU-BURU;
FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA MENUNTUT PERBAIKAN SUBSTANSI SECARA MENDASAR, BUKAN KOSMETIK;
FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA SIAP MENGAWAL RANPERDA YANG MEMBERIKAN JAMINAN MANFAAT NYATA BAGI RAKYAT.
FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA JUGA MENGINGATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TIDAK DIBANGUN DARI BANYAKNYA REGULASI, TETAPI DARI KUALITAS KEBIJAKAN DAN KEBERANIAN MEMPERBAIKI KESALAHAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,
FRAKSI PKS MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH:
1. MELAKUKAN KAJIAN YANG LEBIH MENDALAM DAN KOMPREHENSIF;
2. MEMPERTIMBANGKAN KEMBALI URGENSI DAN DAMPAK KEBIJAKAN INI;
3. SERTA MEMASTIKAN BAHWA SETIAP LANGKAH PENATAAN KELEMBAGAAN BENAR-BENAR BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT.
FRAKSI PKS MENEGASKAN BAHWA KEHATI-HATIAN DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN JAUH LEBIH PENTING DARIPADA PERCEPATAN YANG BERISIKO MENIMBULKAN PERSOALAN BARU.

MESKI DEMIKIAN FRAKSI PKS SIAP MEMBAHAS KELIMA RANPERDA INI LEBIH MENDALAM DI TINGKAT PANITIA KHUSUS (PANSUS) DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN RAKYAT SUMBAWA.

DEMIKIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS DPRD KABUPATEN SUMBAWA INI KAMI SAMPAIKAN DENGAN HARAPAN MENDAPATKAN TANGGAPAN YANG SERIUS DARI PEMERINTAH DEMI MEWUJUDKAN SUMBAWA UNGGUL, MAJU, DAN SEJAHTERA.

AKHIRULKALAM
WABILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU’ALAIKUM WAR. WAB.

SUMBAWA BESAR, 30 APRIL 2026

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

KETUA 		: MUHAMMAD TAKDIR, S.E., M.M.Inov. 
WAKIL KETUA	: ADIZUL SYAHABUDDIN, S.P., M.Si
SEKRETARIS	: H. ANDI MAPPALEPPU
: NANANG NASIRUDDIN, S.AP., M.M.Inov
: EMA YUNIARTI
: ALEN TARYADI, S.H.
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